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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha kecil menengah (UKM) akhir-akhir ini diperkirakan 

lebih baik. Karena makin terbukanya kesempatan berusaha dan adanya konsolidasi di 

kalangan UKM dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan. Sejak krisis 

keuangan menunjukkan sektor UKM tetap beijalan meskipun tidak didukung 

kebijakan yang tepat dari pemerintah maupun kredit perbankan. Menurut Ketua 

Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), justru dalam keadaan sulit 

seperti itu UKM belajar menciptakan peluang-peluang baru termasuk mengatasi

iketerbatasan modal dengan cara s haring sesama pengusaha dengan pola bagi hasil.

Mengenai komitmen perbankan dalam menyalurkan kredit ke UKM, Ketua

Hipmi mengatakan untuk mendongkrak penyaluran kredit ke sektor riil juga masih 

berat kalau faktor politik dan keamanan tidak mendukung. Kalangan UKM, lanjut 

dia, juga semakin pandai dalam menyiasati keterbatasan permodalan dengan cara 

bekeija sama dengan rekan lain yang bersedia menggunakan pola bagi hasil.2

www.pnm.org. “Perkembangan UKM pada 2006 diperkirakan lebih baik” Jurnal PNM (Permodalan 
Nasional Madani). Minggu, 4 Juni 2006.
2 Ibid

1

http://www.pnm.org
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Wakil Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Usaha Kecil 

Menengah (BPS-KUKM) Noer Soetrisno mengatakan kegiatan ekonomi yang punya 

potensi berkembang saat ini adalah UKM. Pertumbuhan sektor UKM akan lebih baik 

terutama mereka yang menguasai industri pengolah produk primer menjadi produk 

industri. Meskipun ada komitmen sejumlah bank untuk menyalurkan kredit ke UKM, 

Soetrisno mengatakan masalahnya kebanyakan mereka belum berpengalaman 

melayani UKM. "Seperti Bank Mandiri yang komitmennya besar kepada UKM tapi 

kurang pengalaman di bidang itu, karena kita harus membantu mendekatkan bank

dengan UKM". Dijelaskan juga bahwa tahun ini modal bergulir untuk usaha

mikro/kecil sedang berjalan serta adanya tekad bank membiayai UKM. Strategi yang 

akan dijalankan BPS-KPKM di antaranya mengidentifikasi pusat perkembangan 

usaha kecil dan selanjutnya memberi dukungan guna memecahkan masalah sesuai 

dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.3

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan bisnis di 

Indonesia tidak bisa lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan 

khususnya perbankan. Sejalan dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit 

tersebut maka bank sangat memerlukan jaminan demi keamanan pemberian 

kreditnya.

Di sisi lain nasabah, pada praktiknya sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sering dihadapkan pada clausula

3 Ibid
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eksonerasi (pengecualian) pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara 

mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu- 

waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman 

(kredit) yang diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari 

debitur terlebih dahulu4 atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju 

terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku 

bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa / jangka waktu perjanjian 

kredit berlangsung.

Dengan berlakunya UUPK, maka untuk ketentuan pencantuman klausula 

baku dalam Pasal 18 khususnya butir G telah dinyatakan larangan untuk “menyatakan 

tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 

lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 

dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ”.

Dengan kata lain UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya 

debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit 

sedang berjalan. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada 

perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh 

debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan 

konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan.

4 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1980, hlm.76.
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Hal ini dibuktikan pada fakta, betapa beratnya suku bunga yang harus 

ditanggung oleh Debitur, seperti pada periode tahun 1999, yaitu awal krisis moneter 

terjadi di Indonesia, di mana Bank secara sah telah menaikkan suku bunga pinjaman 

hingga mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) pertahun, dari suku bunga pinjaman 

sebelumnya yang hanya sebesar 10% s.d. 12% pertahun, yang akibatnya banyak 

debitur-debitur bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut 

bunga yang telah dinaikkan sepihak oleh Bank.5 Selanjutnya dengan adanya larangan 

pencantuman klausula baku sebagaimana diatur pada pasal 18 UUPK ini sebaliknya 

akan menciptakan persaingan yang sehat (fair competition) di antara lembaga usaha 

yang menjalankan kegiatan usaha perbankan satu sama lain dalam memberikan jasa 

kepada konsumen (masyarakat) di dalam menjalankan usahanya.

Debitur telah memperhitungkan kemampuannya dalam melunasi kredit 

perbankan. Tidak tertutup kemungkinan negatif menimpa debitur, terlebih debitur 

usaha kecil yang paling banyak keberadaannya di Indonesia, sehingga debitur tidak 

mampu melunasi kreditnya tepat pada waktunya, maka debitur dianggap wanprestasi, 

dan bank berhak untuk memutuskan peijanjian kredit, sehubungan dengan hal di atas 

terhadap pemutusan peijanjian kredit yang dilakukan pihak bank, maka penulis 

membahas masalah tersebut dalam suatu skripsi berjudul “Pemutusan Perjanjian 

Kredit Usaha Kecil Secara Sepihak Oleh Bank Pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir”.

5 Koran Media Indonesia 9 Februari 2006
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B. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

diketengahkan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan klausula pemutusan perjanjian kredit usaha kecil

sepihak oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten

secara

Ogan Ilir?

2. Faktor-faktor apa yang menentukan pelaksanaan pemutusan perjanjian kredit

usaha kecil oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda”

Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh

bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan pemutusan

perjanjian kredit usaha kecil oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur

Ganda” Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Dari segi teoritis.

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

dan khususnya dalam bidang hukum perlindungan terhadap debitur.
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b. Dari segi praktis.

Diharapkan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi antara debitur dengan kreditur dalam hal pemutusan secara sepihak 

perjanjian kredit oleh kreditur (pihak perbankan). Juga sebagai masukan kepada 

pihak-pihak terkait serta para praktisi ekonomi dan praktisi hukum. Sekaligus 

sebagai informasi kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan hukum.

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan terfokusnya permasalahan yang dibahas, maka

penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada permasalahan yang berhubungan

dengan pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak oleh bank pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan Ilir.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan skripsi ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis 

normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan skripsi ini, dan pendekatan lapangan untuk memperoleh 

informasi penunjang.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Dalam penelitian ini digunakan bahan terdiri dari :
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah 

yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang 

akan diteliti adalah pemutusan perjanjian kredit usaha kecil secara sepihak 

oleh bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” Kabupaten Ogan

Ilir.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari 

kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan

diteliti

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus

hukum, ensiklopedia, media massa dan internet.

Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan informasi

penunjang dengan melakukan wawancara kepada pejabat PT. Bank 

Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda” di Kabupaten Ogan Ilir

3. Analisis Bahan.

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan 

sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam 

menggambarkan jawaban permasalahan.

secara
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